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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan 

Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 

180/Pdt.P/2025/PA.Talu tidak sepenuhnya bersifat subsumtif, 

melainkan menempuh rechtsvinding karena Pasal 23 KHI dan Pasal 13 

PMA Nomor 22 Tahun 2024 belum memberikan kriteria tegas untuk 

membedakan wali aḍhal dan wali gaib. Konstruksi hukum bahwa 

keengganan wali harus didengar secara langsung dapat dibenarkan 

pada tingkat klasifikasi normatif karena mencegah ketidakhadiran wali 

disamakan begitu saja dengan penolakan. Namun, pertimbangan 

tersebut belum ditopang kecukupan pembuktian yang memadai, 

terlihat dari penilaian alat bukti yang tidak setara, penggunaan 

persangkaan yang tidak dijelaskan, serta penggalian fakta yang belum 

menyeluruh, sehingga amar penolakan tidak diikuti kepastian 

penyelesaian bagi Ditinjau dari maṣlaḥah  

2. Ditinjau dari perspektif maṣlaḥah, Penetapan Nomor 

180/Pdt.P/2025/PA.Talu belum sepenuhnya mencerminkan 

kemaslahatan yang seimbang. Kepentingan menjaga keabsahan akad 

bersifat ḥaqīqī, sedangkan perlindungan terhadap wali yang tidak 

diketahui keberadaannya cenderung bersifat wahmī, sementara 

kepentingan Pemohon untuk memperoleh kepastian kewalian telah 

bergeser dari tingkat ḥājiyyah menuju ḍarūriyyah berdasarkan ẓann 

ghālib yang didukung lima indikator faktual. Dari enam parameter 

maslahah, Penetapan tersebut hanya memenuhi konsistensi normatif 

dan keumuman secara penuh, sedangkan kalkulasi mudarat, 

proporsionalitas, dan orientasi vital belum terpenuhi. Majelis Hakim 
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telah menjalankan fungsi ibqā' dengan mempertahankan ketertiban 

kategori hukum kewalian, tetapi belum menjalankan fungsi taḥṣīl untuk 

menghadirkan kepastian hukum yang dibutuhkan Pemohon. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, dalam perkara yang menghadapkan 

indikasi wali gaib dan indikasi keengganan wali secara bersamaan, 

disarankan menegaskan sejak awal kualifikasi objek permohonan agar 

amar tidak sekadar menolak, melainkan mempertimbangkan 

kemungkinan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard) apabila terjadi error in objecto, disertai eksposisi mengenai 

jalur penyelesaian wali gaib atau wali hakim dalam pertimbangan, 

sehingga pemohon memperoleh kepastian langkah lanjutan tanpa 

melanggar asas ultra petita.  

2. Majelis Hakim disarankan memperkuat penggalian dan penilaian alat 

bukti secara merata, termasuk menilai kekuatan Surat Keterangan Gaib 

dan Surat Penolakan KUA, mempertimbangkan mekanisme 

persangkaan hukum ketika keterangan langsung dari wali tidak dapat 

dijangkau, serta mendengar keterangan pihak yang berperan sebagai 

perantara komunikasi dengan wali, agar konstruksi hukum yang 

dibangun memiliki dasar pembuktian yang cukup.  

3. Bagi masyarakat, calon mempelai yang menghadapi hambatan kewalian 

karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya disarankan 

menempuh jalur administratif melalui KUA berupa surat pernyataan 

bermaterai dari calon pengantin dengan dua orang saksi sebagaimana 

Pasal 13 ayat (5) huruf (c) dan ayat (7) PMA Nomor 22 Tahun 2024, 

ketimbang langsung mengajukan permohonan wali aḍhal, agar 

penyelesaian status kewalian lebih tepat sasaran dan tidak berisiko 

ditolak karena kekeliruan kualifikasi objek permohonan 
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